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create a digital village in Banjarsari Village. This article aims to
describe the efforts of the Banjarsari Village government in
realizing digital-based government services. The method used is
the sharing session method and assistance in managing the
village website to Banjarsari Village officials. The results
obtained were collaboration between the Banjarsari Village
government and UPNVJT Village Development MBKM students
regarding the establishment of the Banjarsari Village website
and the implementation of sharing sessions in improving the
quality of public services in Banjarsari Village.

Abstrak
Pada era digital saat ini, transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi kewajiban untuk diterapkan,
tidak terkecuali pemerintah desa. Namun faktanya, masih banyak dari desa di Indonesia yang belum menerapkan
digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang dalam pengembangan
digitalisasi masih diperlukan penanganan khusus karena terdapat beberapa kendala salah satunya pemerintah desa
yang kurang memiliki keterampilan teknologi. Maka dari itu, mahasiswa MBKM Bina Desa UPNVJT
memberikan pembinaan sekaligus pengabdian kepada perangkat Desa Banjarsari dan masyarakatnya untuk
mewujudkan desa digital di Desa Banjarsari. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Desa
Banjarsari dalam mewujudkan pelayanan pemerintah yang berbasis digital. Metode yang digunakan adalah
metode sharing session dan pendampingan pengelolaan website desa kepada perangkat Desa Banjarsari. Hasil
yang didapatkan yakni adanya kolaborasi antara pemerintah Desa Banjarsari dengan mahasiswa MBKM Bina
Desa UPNVJT mengenai pembentukan website Desa Banjarsari dan pelaksanaan sharing session dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Banjarsari.
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PENDAHULUAN

Indonesia saat ini melalui tahap digital society 5.0, yang dimana hal ini Sumber Daya
Manusia berperan aktif dalam menggalakkan aksi interaksi organisasi dengan masyarakat
melalui penggunaan sarana dan prasarana berbasis digital. Peran digital society 5.0 membawa
dampak yang baik bagi masyarakat dan juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat,
dalam organisasi pemerintah untuk memberikan pelayanan mampu memenuhi tingkat
profesionalitas pegawai serta berpartisipasi dalam perhatian publik yang nantinya sebagai
penilaian masyarakat terkait sikap, etika, juga kode etik untuk pembangunan bangsa di era
digital. Untuk organisasi swasta juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada
klien serta masyarakat yang ingin mengurus kepentingan baik dalam kelompok maupun
individu, tak lupa juga kerja sama pemerintah dengan swasta harus lebih banyak digalakkan
dari segi sosial budaya, serta ekonomi yang tujuannya untuk menambah penghasilan negara
dalam meningkatkan infrastruktur sarana serta prasarana yang akan dikelola oleh pemerintah
pusat serta masyarakat. Era digital kian lebih banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh
pemerintah maupun swasta, terutama dalam hal berorganisasi yakni adanya serangan penyakit
kesenjangan pegawai dalam mengerjakan profesionalitasnya atau kurang minat dalam
melaksanakan pekerjaan yang ingin dikerjakan, nafsu akan hal kekuasaan bisa menjadi
polemik dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sehat, masih adanya gangguan komunikasi
antara atasan dengan bawahan namun tidak semua organisasi yang menerapkan itu, dan
tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil menjelaskan tujuan
secara rinci dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai yakni sebagai penjamin objektivitas
dalam hal membina serta mendasari sistem prestasi serta jalan karir.

Dalam era digital saat ini yang semakin berkembang, transformasi digital di sektor
pemerintahan daerah menjadi suatu kewajiban. Sudah menjadi keharusan perkembangan
infrastruktur digital guna meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta keterbukaan pelayanan
publik. Perkembangan infrastruktur digital di pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari
konteks global dan nasional. Globalisasi informasi teknologi sendiri sudah menciptakan
tantangan dan peluang baru yang patut diberi kemudahan oleh pemerintahan suatu daerah
setempat. Sedangkan di tingkat nasional, arah kebijakan dan kerangka regulasi yang turut
membangun arah perkembangan infrastruktur digital di tingkat daerah.

Pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan
pemerintah menuju membangun desa digital. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang sesuai
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dengan kewenangannya, termasuk urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik. Pelayanan
publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pemerintahnya. Digitalisasi pelayanan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan digitalisasi pelayanan pemerintah,
masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Hal
ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Desa digital
merupakan desa yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam aspek pelayanan publik. Dengan desa digital, masyarakat desa dapat
memperoleh pelayanan publik yang lebih berkualitas dan lebih terjangkau. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan digitalisasi
pelayanan pemerintah dalam upaya mencapai desa digital. Langkah-langkah tersebut dapat
berupa meningkatkan anggaran untuk digitalisasi pelayanan pemerintah, meningkatkan
kapasitas aparat desa dalam bidang teknologi informasi, dan juga melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat tentang digitalisasi pelayanan pemerintah

Pada dasarnya, konsep desa digital mencakup dua unsur penting yaitu pemberdayaan
masyarakat desa dan teknologi informasi (Suyatna, 2019). Mengingat perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, maka paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet menjadi
penting (Muhammad Badri, 2016). Berbagai sumber menyebutkan bahwa dengan adanya
pemanfaatan teknologi informasi di Desa bisa meningkatkan partisipasi dan keterbukaan di
desa. Adanya sistem desa digital melalui sistem informasi desa akan mempermudah
komunikasi dalam suatu desa antara perangkat desa dengan warga melalui media komunikasi,
Dengan adanya sistem informasi desa maka masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses
perencanaan maupun realisasi anggaran desa (Wardani, 2018).

Beberapa desa di Indonesia sudah banyak menciptakan aplikasi sistem informasi desa
yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini
menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dibuat secara top-down, yaitu berdasarkan
kebutuhan pemangku kepentingan eksternal, bukan dari desa. Padahal, sistem informasi yang
baik muncul dari kebutuhan internal desa. Hasil penelusuran awal di wilayah Desa Banjarsari
adalah arsip dokumen tidak terorganisir secara sistematis, masyarakat kesulitan mengakses
informasi tentang desa, sistem informasi dan pengelolaan yang berbasis komputer dan website
desa dan juga staf desa yang kurang memiliki keterampilan dalam menangani data yang
terkomputerisasi. Maka dari itu dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Bina Desa dari Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya,
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mahasiswa program studi Administrasi Publik mampu memberikan pembinaan serta wawasan
sekaligus pengabdian kepada masyarakat terkait tema digital desa dengan tujuan memajukan
desa menjadi ber-Sumber Daya Manusia yang terampil dan bisa menjadi contoh dari desa
lainnya.

Dalam hal ini, Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari melaksanakan salah satu
program kerja nya yakni launching website desa serta pendampingan pengelolaan pengisian
website desa. Pendampingan pengelolaan ini perlu dilaksanakan agar perubahan perubahan
yang ada di Desa Banjarsari ini dapat terbaharui secara bertahap. Website desa adalah wadah
bagi Pemerintah desa untuk menunjukkan kepada masyarakat desa itu sendiri maupun
masyarakat luas terkait informasi atau profil desa tersebut. Website desa ini akan dikelola oleh
perangkat Desa Banjarsari dengan tujuan melayani publik. Dengan adanya website desa ini
diharapkan bisa membantu berjalannya pelayanan publik menjadi lebih efisien dan juga bisa
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi informasi penting yang dapat membuat

masyarakat menjadi lebih gamblang akan digitalisasi masa Kini.

METODE
Pada kegiatan bina desa yang bertemakan “Membangun dan Mewujudkan Desa
Digital” di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Kelompok MBKM
Bina Desa Banjarsari ini dilaksanakan melalui metode sharing session dan pendampingan
pengelolaan website desa kepada perangkat Desa Banjarsari. Dalam mewujudkan tema tersebut
Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari melakukan 4 tahapan yang terdiri dari:
1. Kemitraan dari pihak Pemerintah Desa Banjarsari dengan Prodi Administrasi
Publik UPNVJT
2. Workshop Pengelolaan Website Desa dalam Rangka Pendampingan Mitra Bina
Desa
3. Sharing Session dengan tema “Optimalisasi Pelayanan Administrasi melalui
Pengelolaan Data dan Website Desa”

4. Pendampingan Pengisian Website Desa

Pada tahap sharing session atau bertukar pikiran dan sharing mengenai keluhan-keluhan
serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa Banjarsari dalam pengelolaan data maupun
pelayanan publik yang berbasis digital yang ditargetkan untuk seluruh perangkat desa
Banjarsari terutama pada bagian yang menangani pelayanan administrasi, dengan tujuan untuk

memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan data dan website desa dalam
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meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pada kegiatan sharing session ini
Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari mengundang Bapak Gofur selaku operator desa
sebagai narasumber dan pemateri.

Pada tahap workshop pengelolaan website desa dalam rangka pendampingan mitra bina
desa ini merupakan kegiatan dari Program Studi Administrasi Publik Universitas UPN Veteran
Jawa Timur kepada mitra-mitra bina desa serta mahasiswa bina desa sebagai kegiatan
launching website desa dan pemberian materi dalam pengisian website desa yang didampingi
langsung oleh Bapak Muslim Aswaja dari UPT TIK UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan
tahap pendampingan pengisian website desa ini dilakukan oleh kelompok bina desa secara
lebih mendetail dan menyeluruh dalam pemberian pelatihan dan pendampingan pengisian serta
pengelolaan website desa yang ditujukan untuk perangkat desa banjarsari pada bagian
pelayanan serta operator desa.

Sebelum melaksanakan 3 tahapan tersebut Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari
melakukan analisa pada pelayanan administrasi desa Banjarsari yang kemudian menemukan
permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa Banjarsari. Serta
mengumpulkan data-data dan juga informasi seputar Desa Banjarsari baik internal maupun

eksternal yang digunakan untuk pengisian website desa.

HASIL
Workshop Pengelolaan Website Desa dalam Rangka Pendampingan Mitra Bina Desa

Website desa merupakan bentuk kemajuan teknologi sistem informasi desa sebagai
sarana penyebaran informasi dan publikasi terkait desa untuk masyarakat (Redy et al., 2022).
Website digunakan oleh aparat desa untuk berbagi informasi secara umum dan mengenai
informasi pemerintahan desa sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dimana saja
dan kapan saja serta adanya website desa memberikan masyarakat dapat akses terhadap
informasi publik. Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari telah melakukan launching website
desa serta melakukan pendampingan pengelolaan pengisian website desa.

Pada tanggal 6 Oktober 2023 program studi administrasi publik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan dengan tema
“Workshop Pengelolaan Website Desa Dalam Rangka Pendampingan Mitra MBKM Bina
Desa”, bertempat di Bale Hinggil, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan workshop ini melibatkan
Kepala desa dan perangkat desa dari 3 desa (Desa Banjarsari, Desa Sumberbendo, dan Desa
Laweyan), pemateri dari tim IT pembuatan dan pengelolaan website desa, dosen program studi

administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur, serta 2 mahasiswa dari masing-masing desa.
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Tujuan dari workshop pengelolaan website desa ini yakni sebagai kegiatan launchingnya
website desa serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan
desa terhadap pengelolaan website untuk mendukung ketersediaan publikasi yang dapat
diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam workshop pengelolaan website desa ini materi yang disampaikan adalah cara
mengelola website desa seperti mengupdate dan mengubah informasi yang disediakan pada
website desa. Kegiatan workshop ini terdiri dari 2 sesi dengan pengisian materi yang berbeda
mengenai pengelolaan website. Pada sesi pertama yakni sambutan dari dosen administrasi
publik UPN Veteran Jawa Timur bahwa telah launching website desa, kemudian dilanjutkan
oleh pemateri dari tim IT pembuat website desa yang menjelaskan pentingnya website desa
yang dapat memberikan kontribusi terkait potensi yang dimiliki desa dan menjelaskan cara
mengelola dan mengisi website pada bagian homepage serta menu profil desa dan
pemerintahan. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan pengisian materi oleh tim IT pembuat
website desa yang menjelaskan cara mengisi website desa pada menu bagian informasi publik
dan pelayanan.

Kegiatan workshop pengelolaan website ini mendapat perhatian dan diterima baik oleh
pemerintah desa, hal ini terlihat dengan hadirnya Kepala desa dan perangkat desa berupa
respon yang positif dengan mendukung untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Selama
kegiatan berlangsung, antusias dari para perangkat desa sangat tinggi yang dimana selama
pemateri memberi penjelasan terkait pengelolaan website desa yang selalu bertanya terkait
website desa tersebut. Selain itu, kegiatan workshop pengelolaan website desa ini juga berjalan
dengan lancar karena adanya pendampingan mahasiswa yang ikut membantu mengarahkan
perangkat desa selama penjelasan materi.

Dengan adanya workshop pengelolaan website desa ini diharapkan dapat membawa
banyak manfaat utamanya dalam memberikan informasi publik bagi masyarakat desa untuk
membantu berjalannya pelayanan publik menjadi lebih mudah, selain itu dapat memudahkan
masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan desa. Dengan adanya website desa ini,
pihak perangkat desa menjadi lebih berinovasi dan lebih mengupdate informasi dalam desa
untuk disebarluaskan kepada masyarakat untuk dapat menunjukkan akuntabilitas menyangkut

transparansi kinerja pemerintah desa.

Sharing Session Pengelolaan Data
Sharing Session atau yang lebih dikenal dengan sesi tukar pikiran merupakan sebuah

panel diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa banjarsari dan mahasiswa MBKM Bina
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Desa sebagai upaya mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah desa yang lebih optimal.
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 tepat pada pukul 10.00 WIB di
aula balai desa Banjarsari, dengan mengangkat nama kegiatan “Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Melalui Pengelolaan Data dan Website Desa”. Kegiatan sharing session ini
melibatkan seluruh elemen pemerintah desa banjarsari terutama perangkat yang menangani
pelayanan administrasi. Sharing Session ini berfokus pada pentingnya pengelolaan data desa
guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dengan
adanya kegiatan ini diharapkan pemerintah desa dapat memahami pentingnya pengelolaan data
secara tepat dan akurat dengan memaksimalkan pengelolaan data desa. Secara garis besar
kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui dua tahap yaitu survei data, pelaksanaan sharing
session, dan kegiatan pendampingan website desa.

Program kerja ini diawali dengan survei data desa ke beberapa perangkat desa terkait.
Setelah ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan pengelolaan data yakni tidak
maksimalnya pengelolaan data salah satunya data kependudukan. Ditemukan bahwa
pengelolaan data base pada desa banjarsari terbengkalai serta tidak diperbarui dalam beberapa
tahun, salah satunya rekapan data kependudukan yang terakhir ada di tahun 2020. Akibatnya,
kegiatan pelayanan seperti pemberian bantuan dari pemerintah dan lain-lain menjadi tidak tepat
sasaran. Permasalahan terkait pengelolaan data ini juga disampaikan langsung oleh Sekretaris
Desa Banjarsari yakni Bapak Asyari, beliau mengungkapkan bahwa terdapat stagnasi dalam
pengelolaan data kependudukan di Desa Banjarsari yang mana seharusnya rekapan data
tersebut sangat penting sebagai salah satu acuan Pemerintahan Desa dalam menjalankan
kebijakan yang telah dirumuskan.

Beliau juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat tidak terurusnya
pengelolaan data di Desa Banjarsari diakibatkan oleh faktor kurangnya kesadaran dari
Perangkat Desa Banjarsari dalam melakukan rekapan dan juga pembaruan data, faktor
kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan fasilitas teknologi juga menjadi salah satu
faktor yang mengakibatkan data kependudukan Desa Banjarsari tidak terkelola dengan baik.
Selain faktor dari internal Pemerintahan Desa, juga terdapat faktor dari pihak eksternal yakni
masyarakat Desa Banjarsari. Umumnya terdapat tiga metode yang dilakukan oleh
Pemerintahan Desa dalam memperoleh data kependudukan, yakni melalui cara Survei, Sensus,
dan Registrasi Penduduk. Tentunya metode-metode tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu
pihak saja salah satunya dari masyarakat. Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran dari
masyarakat dalam melaporkan pembaruan data kependudukan oleh masing-masing Kepala
Keluarga mengakibatkan kurangnya pembaruan data yang diperoleh Pemerintah Desa, dengan
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tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut juga menjadikan salah satu faktor tidak
terkelolanya dengan baik data kependudukan di Desa Banjarsari. Dampak dari kurang
terkelolanya data dengan baik juga dirasakan oleh Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari,
hal tersebut dapat dilihat ketika proses Mahasiswa MBKM Bina Desa akan mengumpulkan
data guna menyusun Laporan Analisis Situasional Desa Banjarsari dan juga data yang
diperlukan untuk Program Kerja di Bidang Digital Bisnis.

Ketidakkonsistenan informasi terkait data yang dibutuhkan membuat lamanya waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan juga dalam menyelesaikan tugas tersebut. Pada
Proses Pengumpulan data pelaku usaha yang ada di Desa Banjarsari, Mahasiswa MBKM Bina
Desa merasa kebingungan mengenai pada siapa data tersebut direkap, dan kapan terakhir kali
data pelaku usaha diperbarui. Dan ditemukan juga kendala perekapan data pelaku usaha yang
mana terakhir kali data tersebut diperbarui adalah pada tahun 2020. Didasarkan dari
permasalahan tersebut dan juga atas saran dari Sekretaris Desa Banjarsari dibentuklah suatu
kegiatan dari Program Kerja Bidang Digital Government yaitu sharing session yang memiliki
tujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai pentingnya pengelolaan
data secara maksimal dengan memanfaatkan digitalisasi. Sharing session ini juga merupakan
wadah bagi perangkat desa untuk dapat bertukar pikiran dengan mahasiswa terkait hambatan
yang dihadapi dan mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan.

Gambar 1. Survey data desa ke perangkat desa

Kemudian, tahapan kedua dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sharing session yang
dilaksanakan secara luring bersama perangkat desa banjarsari. Dalam pelaksanaan sharing
session ini, mahasiswa MBKM Bina Desa memberikan materi terkait pengoptimalan
pelayanan administrasi melalui pengelolaan data meliputi pentingnya pengelolaan data, sebab
akibat tidak diolahnya data, kekurangan dan hambatan pengelolaan data dan adopsi inovasi.
Penyampaian materi pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa

Banjarsari yang telah mendapatkan tugas sesuai urutan materi. Kegiatan dibuka dengan
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memaparkan materi sesuai yang telah ditentukan dengan berdasar pada kendala-kendala yang
dirasakan oleh Pemerintahan Desa Banjarsari dan juga penyampaian kritik dari Mahasiswa
MBKM Bina Desa Banjarsari. Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari memberikan beberapa
poin yang dapat dikatakan sebagai kritik kepada Pemerintah Desa Banjarsari mengenai apa
saja kendala yang dirasakan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam proses-
proses pengumpulan data untuk kebutuhan persiapan program kerja yang akan dilaksanakan
selama Bina Desa. Yang nantinya penyampaian Kritik tersebut akan diulas lagi dan dibahas
pada sesi selanjutnya yakni sesi diskusi antara Seluruh Mahasiswa MBKM Bina Desa dan
Pemerintah Desa Banjarsari.

Tidak hanya memaparkan materi berupa narasi poin-poin saja, Mahasiswa MBKM
Bina Desa juga mengambil contoh sampel Desa lain yang memiliki sistem pengelolaan data
base yang baik dan juga telah menerapkan pelayanan maupun informasi desa secara digital,
langkah tersebut dilakukan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa dengan harapan agar para
Perangkat Khususnya Perangkat dengan tupoksi di bagian pelayanan administrasi dapat
termotivasi dan juga mendapatkan referensi bagaimana mengelola data dan website desa
dengan baik dan efisien. Dalam pemberian materi ini, harapan yang ingin dicapai oleh
mahasiswa MBKM Bina desa ialah untuk membantu pemerintah desa banjarsari untuk sadar
akan kebermanfaatan pengelolaan data desa seperti halnya dapat meningkatkan produktivitas
pelayanan, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan sumber daya manusia dan juga
mendukung adanya perencanaan pembangunan desa berkelanjutan jika data diolah dengan
tepat.

Gambar 2. Pemberian materi dari mahasiswa MBKM Bina Desa kepada

pemerintah desa Banjarsari

Setelah pemberian materi pada perangkat desa, dibukalah sesi diskusi yang dipimpin
oleh bapak Ghofur selaku operator Desa Banjarsari, pada sesi ini perangkat memberikan
argumen, saran dan juga opininya sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan
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juga pengelolaan data yang selama ini dilakukan di desa banjarsari. Dalam sesi ini diketahui
bahwa sebab tidak diolahnya data dengan benar adalah kurangnya kesadaran akan potensi dan
manfaat yang diperoleh dari pengelolaan data yang efektif oleh Pemerintahan Desa Banjarsari.
Pada sesi ini, terdapat juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa rekan
Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari yang ditujukan kepada Perangkat Desa Banjarsari
berdasarkan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Bina Desa. bapak Ghofur sebagai
pemimpin sesi diskusi ini juga menyampaikan beberapa kritik kepada rekan perangkat desa
lainnya atas dasar tugas yang dijalankan oleh beberapa perangkat desa yang kurang maksimal
dan cenderung menyepelekan, dengan adanya sikap tersebut dikhawatirkan akan menghambat
keperluan-keperluan desa baik untuk masyarakat maupun pihak eksternal yang berkaitan
dengan data base desa menjadi terhambat dan tidak terpenuhi. Selain menyoroti kinerja dari
beberapa perangkat desa, sesi diskusi ini juga membahas poin kendala yang berasal dari tidak
adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan data yang hal ini dapat
menghambat adanya inovasi pelayanan publik. Sebelum rangkaian kegiatan sharing session ini
selesai, dalam kegiatan ini juga disisipkan kegiatan pendampingan pengisian website desa
dimana hal tersebut dilakukan dengan sebagai bentuk praktek langsung dari salah satu poin

yang disampaikan pada saat penyampaian materi.

Gambar 3. Sesi Sharing Session

Kegiatan Sharing Session ini dapat dikatakan berhasil terimplementasi dan telah
mencapai tujuan yang diharapkan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dimana
keberhasilan tersebut dapat dilihat dari interaktifnya pihak Perangkat Desa dan juga Mahasiswa
MBKM Bina Desa pada sesi diskusi yang maha hal tersebut dapat membuat kendala-kendala
dan juga beberapa pertanyaan mendapatkan solusi serta jawaban. Keberhasilan dapat juga
dilihat pada kepedulian perangkat desa dalam mengelola website desa dan juga adanya

keinginan untuk menguasai tata cara mengelola data melalui aplikasi Excel.
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Pelaksanaan Pendampingan Website Desa

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli
dan paham untuk melakukan pengajaran, pengarahan kepada sekelompok orang yang
menginginkan pendampingan (Hamza et al., 2022) . Website desa adalah sebuah kanal yang
menyajikan informasi desa yang dapat dilihat oleh khalayak umum baik internal dari desa
tersebut ataupun eksternal dari desa lain (Airlangga et al., 2020). Penyampaian informasi
melalui website desa merupakan wujud dari berkembangnya teknologi dan informasi yang saat
ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan.

Pendampingan yang kedua dilakukan oleh mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari.
Pendampingan kedua dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut yakni pada tanggal 19 - 24
Oktober 2023 yang bertempat di ruang pelayanan terpadu Desa Banjarsari. Diadakannya
pendampingan ini bertujuan untuk menelaah serta mempelajari secara intensif bagaimana
desain website yang diinginkan oleh perangkat desa dan yang diinginkan oleh mahasiswa KKN
MBKM Bina Desa Banjarsari. Pada pendampingan kedua ini kami memfokuskan kepada
perangkat desa terutama pada bidang pelayanan, serta operator Desa Banjarsari. Kami memilih
perangkat desa di bidang pelayanan serta operator desa karena kami merasa informasi pada
website desa ini harus berkembang secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan Desa
Banjarsari itu sendiri. Rencana tersebut berbanding lurus dengan kemauan serta kegigihan
perangkat desa untuk senantiasa belajar perihal teknologi dan informasi.

Untuk menyukseskan pelaksanaan pendampingan tersebut, kami membagi seluruh
mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari ke dalam 4 hari. Oleh karena itu 2 hari sebelum
pelaksanaan pendampingan, penanggung jawab program kerja website desa memberikan
pemahaman kepada rekan-rekan perihal pengisian website desa ini. Pemahaman kepada rekan
rekan dilakukan dengan tujuan ketika melakukan pendampingan, apabila terdapat
ketidakpahaman oleh perangkat desa, maka tim pendamping akan mengatapsi hal tersebut.
Pemberian pemahaman kepada teman teman dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal
yang telah diberikan, yakni pada tanggal 19 pengisian pada bagian pelayanan, tanggal 20
pengisian pada bagian informasi publik, tanggal 23 pengisan pada bagian pemerintahan, dan
tanggal 24 pengisian pada bagian profil.

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober melakukan
pengisian pelayanan yang ada di desa Banjarsari, setelah pelaksanaan sharing session. Teknis
pelaksanaan yang dilakukan yakni salah satu penanggungjawab program kerja website desa
menjadi moderator untuk memandu seluruh perangkat desa yang hadir, serta tiap perangkat
desa didampingi oleh tiap mahasiswa. Untuk menyukseskan hal tersebut, maka mahasiswa
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MBKM bina desa memfasilitasi laptop agar perangkat desa bisa lebih paham dan leluasa.
Teknis pelaksanaan tersebut berlangsung selama 3 hari ke depan, yakni pada 24 Oktober pada
pengisian profil desa di website desa Banjarsari.

Informasi serta persyaratan pelayanan merupakan hal yang dinamis, dan hal tersebutlah
yang menyebabkan kami berpikir jangka panjang terkait program kerja ini. Ide yang terbesit
agar program kerja kami tidak mengkrak begitu saja ialah kami berinisiatif untuk melakukan
pemanduan pengisian melalui rekam layar pada laptop yang dipandu secara step by step dengan
rekaman suara kami. Untuk melakukan perekaman tersebut, kamu memerlukan waktu selama
2 hari serta melakukan pengisian secara umum informasi yang kami ketahui. Pengisian

selanjutnya, dilakukan oleh perangkat desa terutama pada bagian pelayanan dan operator desa.

Faktor Pendorong Digitalisasi di Desa Banjarsari

Berdasarkan dari hasil pengabdian yang ada di Desa Banjarsari, ditemukan bahwa
adanya faktor-faktor yang dapat mendorong konsep dan proses digitalisasi dalam pelayanan
publik di Desa Banjarsari. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah adanya dukungan secara
langsung dari Kepala Desa Banjarsari mengenai digitalisasi pelayanan di Desa Banjarsari.
Sarana dan prasarana di Desa Banjarsari telah mendukung adanya pelaksanaan proses
digitalisasi ini seperti fasilitas wifi yang memadai dalam pengoperasian pelayanan secara
digital. Masyarakat Desa Banjarsari yang bersikap antusias terhadap digitalisasi pelayanan
karena hal itu dapat membawa dampak baik bagi pelayanan publik di Desa Banjarsari yang
lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, perlunya memahami upaya-upaya yang dapat
mendorong digitalisasi pelayanan di Desa Banjarsari agar proses digitalisasi di Desa Banjarsari

dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Digitalisasi di Desa Banjarsari

Selain pendorong pada proses digitalisasi di Desa Banjarsari ini, terdapat pula beberapa
faktor yang menghambat proses digitalisasi ini diantaranya adalah kurangnya kualitas sumber
daya manusia yang ada di desa. Hal itu disebabkan karena para perangkat desa kurang memiliki
pemahaman yang mendalam di bidang IT. Ketersediaan ruangan yang ada di Balai Desa
Banjarsari yang digunakan untuk pelayanan sangat terbatas sehingga kurang mendukung
proses digitalisasi pelayanan di desa ini. Hal itu dapat berdampak kepada buruknya kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal digitalisasi
pelayanan terutama tentang website desa. Padahal, pengetahuan masyarakat sangat dibutuhkan

dalam mendukung proses digitalisasi pelayanan. Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi
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yang lebih terstruktur dan menyeluruh kepada masyarakat Desa Banjarsari mengenai

pengoperasian website desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan berbasis
digital guna membangun dan mewujudkan Desa Banjarsari sebagai desa digital. Melalui tiga
tahapan kegiatan yang telah dilakukan yakni dimulai dari pelaksanaan workshop pengelolaan
website desa, sharing session bersama perangkat Desa Banjarsari dan pendampingan pengisian
website desa. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh seluruh perangkat Desa Banjarsari
karena memberikan banyak manfaat terhadap peningkatan kualitas pelayanan desa. Dengan
adanya workshop pengelolaan website desa, pihak perangkat desa menjadi lebih berinovasi dan
dapat mengupdate informasi dalam desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan mampu
menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Kegiatan kedua yakni sharing session
bersama perangkat desa yang dilaksanakan melalui sesi tukar pikiran dan panel diskusi.
Dengan adanya kegiatan tersebut pemerintah Desa Banjarsari dapat mengungkapkan kendala
yang dialami selama memberikan pelayanan dan kurangnya pengelolaan website desa yang
ada, sehingga Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dapat memberikan solusi dan saran
atas permasalahan yang sedang dihadapi. Tahapan yang terakhir yakni pendampingan
pengisian website desa. Kegiatan ini berjalan dengan memberikan pendampingan dan
pemahaman kepada perangkat desa mengenai pengoperasian website desa yang harus
berkembang secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan yang ada di Desa Banjarsari.

Dengan adanya program ini diharapkan agar perangkat Desa Banjarsari mampu
meningkatkan pelayanan berbasis digital sehingga mampu mempermudah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya pemerintah desa yang akuntabel, transparansi
dan terwujudnya Desa Banjarsari sebagai desa digital.
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